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ABSTRAK

Dalam skripsi ini, penulis berusaha memaparkan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi
konflik tapal batas desa antara Desa Mungguk Bantok Kecamatan Sintang dengan Desa Nanga'Jetak Kecamatan
Dedai, Kabupaten Sintang. Penyelesaian konflik tapal batas desa yang berbeda kecamatan ini tefah diserahkan
kepada Pemerintah Kabupaten Sintang dan keputusan yang dikeluarkan Bupati bersifat final. Tigaindikator yang
digunakan penulis untuk™ mengukur efektivitas komunikasi pemerintahan yakni komunikasi atasandengan
bawahan, persepsi atasan mengenai komunikasi dengan bawahan, dan keandalan informasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa komunikasi antara Kabupaten Sintang  dengan Kecamatan (Kecamatan Sintang “dan
Kecamatan Dedai) dan Kabupaten Sintang dengan Desa (Desa Mungguk Bantok dan Desa:Nanga Jetak) belum
efektif, tetapi komunikasi antara Kecamatan (Kecamatan-Sintang:dan Kecamatan Dedai) dengan Desa (Desa
Miungguk Bantok dan Desa Nanga Jetak) sudah efektif..Selain itu, atasan sudah memiliki pandangan bahwa
komunikasi *dengan bawahan adalah hal yang pentingsyKemudian, informasi dari pemerintah.sudah dapat
diandalkan,

Kata-kata kunci : Komunikasi, Pemerintahan, Konflik.

COMMUNICATION OF GOVERNMENT TO PREVENT OF BORDER CONFLICT
BETWEEN VILLAGE IN SINTANG SUBDISTRICT AND DEDAI SUBDISTRICT,
SINTANG REGENCY. RESEARCH

Abstract

In this research writer try to explain about communication by government to prevent of border conflict between
Desa Mungguk Bantok in Sintang with Desa Nanga Jetak in Dedai, Kabupaten Sintang. The solution of this
border conflict givenito Government of Kabupaten Sintang and than Bupati make a final «decision to solve this
problem. The writer use“three indicator to measure effectiveness of communication government, that is
communication of superior with the'@mployee,.perception.of superior-abott communication with the employee
and reliability of information. Result of this research is refer about communication between Kabupaten Sintang
with Kecamatan (Kecamatan Sintang and Kecamatan Dedai) and than between Kabupaten Sintang with Desa
(Desa Mungguk Bantok and Desa Nanga Jetak) is not effective, but communication between Kecamatan
(Kecamatan Sintang and Kecamatan Dedai) with Desa (Desa Mungguk Bantok and Desa Nanga Jetak) has been
effective. After that, superior already has opinion that communication with the employee isimportant thing. And
than, the information from government hes been reliability.

Keywords: Communication, Government, Conflict.
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A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Pendlitian

Tanah merupakan barang Yyang
memiliki  nila dan karenanya tanah
seringkali menjadi hal yang diperebutkan
banyak orang. Tanah yang disengketakan
idah tanah yang mengandung _niai
ekonomi tinggi atau memiliki~ kekayaan
alam yang besar yang,dapat menimbulkan
konflik bahkan berujung pada kekerasan.
Tentu sudah’ menjadi ‘tugas pemerintah
untuk _fmenyelessikan  konflik  yang
berkaitan dengan tanah tersebut.

Sejak berlakunya Undang-Undang
(UU) Nomor: 22 Tahun 1999, Indonesia
sefing disebut dalam era otonomi daerah.
Daerah etonom diberi kewenangan dengan
prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab.
juga setelah UU
Pemerintahan Daerah tersebut diganti
dengan \UU No. 32 Tahun 2004, prinsip

luas, nyata dan bertanggung jawab tetap

Demikian tentang

menjadi prinsip dalam -penyelenggaraan
kewenangan "daerah otonom; dan. yang
berlaku sekarang idah UU No. 23 2014
tentang Pemerintahan™Daerah, Kemudian
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
muncul sebagai konsekuensi dari adanya
otonomi daerah, karena desa juga memiliki
pemerintahan sendiri.

Dalam daerah otonom batas wilayah
merupakan salah satu unsur penting,
sebagal kesatuan masyarakat hukum, batas
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suatu wilayah adalah sangat menentukan
untuk kepastian hukum bagi pemerintah
dan masyarakat dalam melakukan interaksi
dalam
sebagai
masyarakat serta pemenuhan  hak-hak

hukum  misalnya penetapan

kewgiiban  tertentu warga
masyarakat terhadap fungsi pelayanan
umum pemerintahan dan  peningkatan
kesgahteraan, secara luas  kepada
masyarakat setempat. Batas wilayah sering
masalah di “beberapa daerah

otonom, sepertic yang terjadi “pada 2 desa

menjadi

yang ‘berbeda kecamatan di Kabupaten
Sintang, yaitu Desa 'Mungguk Bantok
Kecamatan Sintang dengan™ Desa Nanga
Jetak Kecamatan Dedai.

Konflik tapal batas desarantara Desa
Mungguk Bantok Kecamatan Sintang
dengan Desa Nanga Jetak Kecamatan Dedai
terjadi ketika tidak terlihat adanya alternatif
yang dapat memuaskan aspirasi ‘kedua
belah pihak dan lebih jauh masing-masing
pihak memiliki alasan untuk percaya bahwa
mereka berhak memiliki tanah tersebut.
Tentu salah satu desa akan merasa terancam
kepentingan ekonominya bila gagd
mempertahankanssumber-sumber yang bisa
meningkatkan pendapatan mereka.

Berdasarkan surat Kepaa Desa
146.1/73/Pem,
tanggal 27 Agustus 2013, yang ditujukan

Mungguk Bantok Nomor :

kepada camat Sintang sehubungan dengan
belum adanya tindak lanjut penyelesaian
tapa batas antara Desa Mungguk Bantok
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Kecamatan Sintang dengan Desa Nanga
Jetak Kecamatan Deda dan juga
merupakan batas antara Kecamatan Sintang
dengan Kecamatan Dedai, terdapat 3 (tiga)
hal penting yang disampaikan Kepala Desa
Mungguk Bantok, yaitu :

1. Apabila tidak ada tindak lanjut oleh
Pemerintah Kecamatan / Kabupaten
maka kami akan bertindak sendiri
dikarenakan pihak=dari Dusun Batu
Landung Desa Nanga Jetak telah
menanam patok diluar batas yang telah
ditetapkan pada téhun2006.

2. Masyarakat Desa Mungguk Bantok
Kecamatan Sintang ingin melakukan
hal yangrserupa dengan apa yang telah
dilakukan oleh pihak Dusun Batu
Landung Desa Nanga Jetak Kecamatan
Deda  dengan
diseberang BatuL andung (batas asal).

3. Bahwa patok yang telah ditanam oleh

menanam  patok

pihak Dusun Batu Landung. Desa
Nanga Jetak akan segera dicabut oleh
masyarakat desa Mungguk Bantok,
karenatidak sesuai dengan kesepakatan
antara Dusun Batu Landung Desa
Nanga Jetak Kecamatan.Dedai dengan
Dusun Batu Kekap Desa Mungguk
Bantok yang disepakati pada tahun
2006 yang dihadiri oleh tokoh
masyarakat dari kedua belah pihak.
Berkenaan dengan permasalahan
tersebut di atas, maka Bupati Sintang
melalui Sekretaris Daerah yang pada waktu
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itu menjabat yakni Drs. H. Zulkifli. HA,
M.Si mengadakan rapat untuk membahas
penegasan batas antar kecamatan tersebut.
Rapat diadakan di ruang rapat Sekretaris
Daerah Kabupaten Sintang pada hari Rabu,
17 September 2013 dan belum mencapal
kesepakatan karena masih ada beberapa
tahap untuk mencapai proses kesepakatan.
Hingga Saat_ ini pertemuan di tingkat
kabupaten baru diadakan 1 kali.

Peraturan Menteri. Dalam Negeri
Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan
Dan Penegasan Batas Desa Pasal 9'ayat (2)
menyatakan bahwa Perselisihan batas desa
antar desa pada kecamatan®yang berbeda
disdlesailkan secara musyawarah yang
difasilitass  oleh  unsur .= Pemerintah
Kabupaten/Kota. Selain itu, ditegaskan pula
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penataan
dan Pendayagunaan Kawasan Pedesaan
Pasal 12 ayat (1) menyatakan,' bahwa
perselishan penataan batas wilayah antar
desa lain kecamatan difasilitass dan
diselesaikan oleh Bupati dan'bersifat final.
Oleh karena itu pihak Kecamatan Sintang
tidek mempunyai” kewenangan untuk
menyelesaikannya karena berhubungan
dengan pihak kecamatan lain. Selanjutnya
pihak kecamatan Sintang melimpahkannya
kepada Bupati Sintang melalui Kepala
Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kabupaten Sintang dengan Surat
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Camat Sintang Nomor : 146.1/347/Pem,
tanggal 3 September 2013.

Pemerintah Desa melaksanakan
kewenangan masing-masing dalam lingkup
batas daerah yang ditentukan, artinya
kewenangan suatu Pemerintah Desa pada
dasarnya tidak boleh melampaui batas
daerah yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan. Apabilar~batas desa
tidak jelas akan . menyebabkan dua
kemungkinan. Pertama, _ suatu bagian
wilayah dapat diabaikan oleh masing-
masing_Pemerintah D.e&l karena merasa itu
bukan daerahnya atau dengan kata :lain

masing-masing Pemerintah Desa saling

melempar  “tanggung jawab dalam
menyel enggarakan pemerintahan,
pelayanan masyarakat maupun

pembangunan di bagian wilayah tersebut.
Kedua, Pemerintah Desa yang satu dapat
dianggap melampaui batas kewenangan
daerah iyang lain sehingga berpotensi
timbulnyakonflik antar desa.

Dalam menyelesaikan konflik tapal
batas desa antara Desa Mungguk Bantok
Kecamatan Sintang dengan Desa Nanga
Jetak Kecamatan —Dedaiy, Pemerintah
Kabupaten mampu
menyediakan aternatif penyelesaian untuk

Sintang  harus

konflik tersebut. Karena keputusan yang
dikeluarkan bersifat final, maka Pemerintah
Kabupaten

mempertimbangkan dengan baik alternatif-

Sintang hendaknya

aternatif terbaik yang digunakan. Dengan
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demikian masyarakat disekitar daerah
konflik  dapat  kembali

lingkungan yang aman dan damai.

merasakan

Untuk itu, komunikasi pemerintahan
menjadi sangat penting untuk dilakukan.
Dalam ha ini  khususnya Pemerintah
Kabupaten Sintang memang dituntut untuk
melakukan komunikasi pemerintahan yang
efektif agar.masalah segera terselesaikan,
mengingat yang memiliki wewenang untuk
adalah Pemerintah
Kabupaten Sintang dan keputusan yang

menyelesaikan

dikeluarkan ialah keputusan yangbersifat
fina. Berdasarkan fenomena yang telah
diuraikan, peneliti merasatertarik untuk
mengadakan  penelitian #tebih  lanjut
mengenai komunikasi pemerintahan dalam
mengatasi konflik tapal batas desa antara
Desa Mungguk Bantok Kecamatan Sintang
dengan Desa Nanga Jetak Kecamatan Dedai
yang mana sepengetahuan peneliti sampai
saat ini._belum ada penditian yang
menyoroti hal yang sama.

2. ldentifikasi M asalah
masalahnya  iaah
komunikasi_pemerintahan untuk mengatasi

Identifikasi

konflik tapal batas desa antara Desa
Mungguk Bantok Kecamatan Sintang
dengan Desa Nanga Jetak Kecamatan Dedai
yang belum diselesaikan.
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3. Fokus Penditian

Fokus dalam penelitian ini adalah
komunikasi vertikal yang terjadi antara
Subbag Tata Pemerintahan Otonomi
Daerah Setda Sintang dengan Pemerintah
Kecamatan Sintang dan Pemerintah
Kecamatan Deda serta Pemerintah Desa
Mungguk Bantok dan Pemerintah Desa
Nanga Jetak dalam mengatasi_konflik tapal
batas desa antara Desa"Mungguk Bantok

dengan Desa Nanga Jetak.
4. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang

penelitian dan identifikasi masalah tersebut
di atas, maka yang menjadi rumusan
masalah dalam peneitian ini adalah
“Bagaimana =~ komunikasi vertikal ‘yang
dilakukan... Subbag Tata Pemerintahan
Otonomi Daerah Setda Sintang dengan
Pemerintah Kecamatan Sintang dan
Pemerintah
Pemerintah Desa Mungguk Bantok dan
Pemerintah Desa Nanga Jetak dalam
mengatasi konflik tapal batas desatersebut?

Kecamatan Deda  serta

5. Tujuan Penélitian

Adapun tujuan™yang..ingin dicapa
dari penelitian ini yaitu mengetahui
dilakukan  oleh
pemerintah dalam mengatasi konflik tapal

komunikasi yang

batas desa antara Desa Mungguk Bantok
Kecamatan Sintang dengan Desa Nanga
Jetak Kecamatan Dedai, Kabupaten
Sintang.
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6. Manfaat Pendlitian

1) Manfaat Praktis
Secara praktis, hasil penelitian ini
bermanfaat bagi pelaku penyelenggara
pemerintahan khususnya bagi Pemerintah
Kabupaten (Subbag Tata
Pemerintahan Otonomi Daerah  Setda

Sintang) dalam upaya penyelesaian konflik

Sintang

tapal batas..desa, yang mana Pemerintah
Kabupaten Sintang bertindak sebagai
fasllitator sehingga diharapkan dapat
kesadlahan ‘vyang terjadi

dalam proses pengambilan keputusan akhir

meminimalisir

yang bersifat fina dan tidak dapat diganggu
gugat.
2) Manfaat Teoritis
Sebagai
pengetahuan terutama berkaitan dengan

pengembangan ilmu

ilmu pengetahuan dibidang komunikasi
pemerintahan dan sebagal bahan Kajian
pustaka bagi peneliti lan yangi ingin
meneliti._permasalahan yang sama serta
menambah panduan literatur dan bahan
bacaan mengenal komunikas pemerintahan

dalam mengatasi konflik penegasan tapal

batas desa.
B. KAJIAN TEORI DAN
METODEL OGI

1. KerangkaTeori
Komunikas pemerintahan adalah
“penyampaian ide, program, dan gagasan
5
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pemerintah kepada masyarakat dalam
rangka mencapai tujuan negara” (dalam hal
ini pemerintah dapat diasumsikan sebagai
komunikator dan masyarakat sebagal
komunikan, namun dalam suasana tertentu
bisa sebaliknya masyarakat berada pada
posiss sebagai penyampaian ide atau
gagasan dan pemerintah berada pada posisi
mencermati apa  yang .+ diinginkan
masyarakat). Dalam kondisi yang demikian
pemerintah memiliki kewenangan sekaligus
bertanggung jaweab untuk
~ bahkan - untuk
tersebut
sesuai dengan_aturan dan ketentuan yang
berlaku (Hasan, 2005:95).
Faktor-faktor yang
dalam

komunikasi pemerintah, dapat diidentifikasi

mempertimbangkan,

merespon  keinginan-keinginan

paling
berpengaruh karakteristik
sebanyak 5 faktor yang dianggap paling
potensia untuk kelancaran dan efektifitas
komunikasi, yakni mencakup:
1. komunikas atasan dengan bawahan;
2. komunikas ke bawah;
3. perseps atasan mengenai ; kamunikasi
dengan bawahan;
4. komunikas ke atas;
keandalan informasi.

Sementara itu berkaitan dengan
konflik, Krause dan Deutsch (dalam Pruitt
2004:385) menemukan bahwa konflik
hanya mereda bila pihak ketiga secara aktif
mengajarkan

tentang penggunaan

komunikasi yang efektif kepada para
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pelakunya.  Namun  menurut  Pruitt
(2004:386)

dianggap mungkin untuk dilaksanakan,

bila komunikasi langsung
maka pihak ketiga harus mendorongnya;
tetapi bila komunikasi langsung dianggap
akan memperburuk keadaan, maka hal itu
harus ditekan dan dihindari, paling tidak

untuk sementara waktu.

2. Metode Pendlitian
Daam mel akukan

mengenai komunikasi yang, dilakukan

penelitian

pemerintah dalam mengatasi konflik antar
desa di Kabupaten Sintang, diperlukan
pendekatan yang sesuai.#@engan gegaa
Pendekatan  imni

berkaitan erat dengan penentuan bagaimana

penelitian. tentunya
data diperoleh. Adapun pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan deskriptif kualitatif.

Teknik
menggunakan teknik wawancara untuk

pengumpulan data

mengumpulkan data primeri dengan
menggunakan. pedoman wawancara dan
dokumentasi f dengan pengumpulan data
pelengkap dari dokumen:dokumen resmi
serta observasiwke Kantor Sekretariat
Daerah Sintang, Kantor Camat Sintang,
Camat Dedal,
Mungguk bantok, dan Kontor Desa Nanga

Jetak.

Kantor Kantor Desa

Dalan penditian ini  penulis
menggunakan  teknik  analisis  data
taksonomik (taxonomic analysis). Analisis

6
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ini digunakan karena peneliti menginginkan
suatu hasil dari analisis yang terfokus pada
suatu domain atau sub-sub domain tertentu.
Teknik analisis taksonomik terfokus pada
domain-domain tertentu, kemudian memilih
domain tersebut menjadi sub-sub domain
serta bagian-bagian yang lebih khusus dan
terperinci  yang umumnya merupakan
rumpun yang memiliki kesamaan. Dengan
demikian, teknik analisis taksonomik akan
menghasilkan hasil analisis yang terbatas
pada satu .domain tertentu dan hanya
berlaku pada satu don;ai n tersebut pula.

C. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
1. 'Komunikasi Atasan dengan
Bawahan
Hasil  penelitian  menunjukkan

bahwa tkomunikas yang terjadi_antara
atasan dan bawahan dalam hal ini antara
Pemerintah’Kabupaten Sintang, Pemerintah
Kecamatan (Kecamatan  Sintang. dan
Kecamatan Dedai) dan Pemerintah Desa
(Desa Mungguk Bantok Kecamatan Sintang
dan Desa Nanga Jetak Kecamatan Dedai)
dalam mengatasi konflik tapal batas desa
tidak komunikatif dan belum rutin
dilakukan pertemuan. Dari komunikas
yang dilakukan dapat dilihat dari rendahnya
frekuens pertemuan atau rapat untuk

membahas masal ah tersebut.
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Berdasarkan penelitian dan

observas  penulis,

Pemerintah Kabupaten Sintang dengan 2

hubungan  antara

Pemerintah Kecamatan (Kecamatan Sintang
dan Kecamatan Dedai) tersebut belum
cukup bak. Ha ini karena belum ada
respon atau umpan balik yang cukup berarti
dan.rendahnya frekuensi pertemuan yang
terjadi  Serta dibeberapa kesempatan
menggunakan komunikasi melalui media
telepon. Oleh para ahli “komunikasi diakui
bahwa keefektifanidan efisiensikomunikasi
bermedia hanya dalam menyebarkan pesan-
pesan yang bersifat informatif. Sementara
itu yang bersifat efektif dan"efisien dalam
adalah
komunikasi tatap muka, karema apa yang
terjadi pada komunikan dapat diketahui

menyampaikan pesan perstasif

oleh komunikator secara langsung.

Sementara itu hubungan komunikasi
antara pemerintah kecamatan dengan
pemerintah desa sudah cukup "efektif.
Penulis menyimpulkan demikian karena
berdasarkan . hasil. observad,

melihat

peneliti
masing-masing pemerintah
kecamatan menyadari perannya untuk turut
membela_dan.mempertahankan desa yang
merupakan bagian dari wilayah kecamatan.
Begitu pula pihak desa yang semangat
untuk bekerja sama dengan pihak
kecamatan. Selain itu, komunikas tatap
muka juga sangat intens dilakukan terutama
berkaitan dengan bukti-bukti yang harus
disapkan disiapkan pihak desa untuk
7
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didiskonsultasikan kepada pihak kecamatan
kecamatan.
2. Perseps Atasan Mengenai
Komunikasi dengan Bawahan

Persepsi atasan mengenal
komunikasi dengan bawahan merupakan
pandangan atasan atau pimpinan mengenai
komunikasi efektif yang harus™ dilakukan
kepada bawahan. Dalam hal ini apakah
atasan memahamisbetul komunikas™ efektif
tersebut penting atau tidak untuk dilakukan
dan dalam penyampau.' annya apakah atasan
sudah menyampaikan dengan baik atau
belum.

Daam penyelesaian konflik; tapal
batas desa antara Desa Mungguk Bantok
Kecamatan. Sintang dengan Desa Nanga
jetak Kecamatan Dedai, Penulis
menyimpulkan bahwa pihak atasan dalam
hal ini Pemerintah Kabupaten Sintang
sudah menyadari pentingnya berkomunikasi
kecamatan  dan

dengan ' pemerintah

pemerintah’desa karena peran.Pemerintah

Kabupaten 'Sintang adalah  sebagai
pengambil  keputusan dalam  konflik
tersebut.

3. Keandalan Informasi

Terdapat 2 hal yang penulis anggap
berpengaruh dalam keandalan informasi
yaitu:
1. Kelengkapan Informasi ialah informasi

yang dihasilkan memiliki kelengkapan
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yang baik, tuntas dan bukan informas
yang sebagian-sebagian.

2. Kebenaran Informasi ialah informasi
yang dihasilkan benar adanya dan tidak
mengada-ada.

Berdasarkan hasil wawancara serta
dokumentasi yang penulis lakukan terhadap
beberapa surat, maka penulis
menyimputkan bahwa informasi  yang
Pemerintah Kabupaten

Pemerintah

disampaikan
Sintang, K ecamatan
(Kecamatan ' Sintang dan ", Kecamatan
Dedai), dan Pemerintah Desa, (Desa
Mungguk bantok Kecamatan Sintang:dan
desa Nanga Jetak Kecamatafn Dedal) dapat

dikatakan informasinya lengkap dan benar.

Da KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan
1) Komunikasi yang mengikuti hirarki
pemerintahan antara Remerintah
Kabupaten Sintang
Pemerintah Kecamatan (Kecamatan

dengan

Sintang dan Kecamatan Dedai) dan
dengan .Pemerintah Desa (Desa
Mungguk Bantok dan Desa Nanga
Jetak) tidak komunikatif karena
belum bisa menyelesaikan konflik
tapal batas desa tersebut.

2) Pemerintah  Kabupaten  Sintang
sudah memiliki pandangan bahwa

untuk menyelesaikan konflik tapal
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batas desa tersebut wajib dilakukan

pertemuan secara rutin, namun
daam kenyataannya komunikasi
yang terjadi tidak lancar dan belum
rutin dilakukan.

3) Informasi yang
Pemerintah (Pemerintah Kabupaten,

Pemerintah Kecamatan, Pemerintah

disampaikan

Desa) ketika berkomunikas perihal
konflik tapal batas desa tersebut
dapat diandalkan karena. informasi
yang “disampaikan sudah lengkap
dan benar. .

2) Saran

Berdasarkan seluruh hasil penelitian

serta kesimpulan yang ada, dapat

dikemukakan beberapa saran sebagai
berikut :

1l Pemerintah Kabupaten Sintang
harus melakukan komunikas yang
rutin untuk membahas penyelesaian
konflik tersebut

mengadakan pertemuan.yang rutin

dengan

dengan Pemerintah™ ; Kecamatan
(Kecamatan Sintang dan Kecamatan
Dedai) dan Pemerintah_Desa (Desa
Mungguk bantok dan Desa Nanga
Jetak).

2. Pemerintah Kabupaten Sintang dan
Pemerintah Desa (Desa Mungguk
bantok dan Desa Nanga Jetak) harus
lebih  meningkatkan  hubungan

kerjasamanya, dan  memahami
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bahwa
bukanlah sebuah halangan untuk
lebih intens daam meakukan

komunikasi.

hierarki pemerintahan

3. Kepada semua pihak yang terlibat
daam penyelesaian konflik tapal
batas desa antara Desa Mungguk
Bantok Kecamatan Sintang dan desa
Nanga Jetak Kecamatan Dedal
diharapkan™. untuk memanfaatkan
media komunikasi. yang ada bak
melaui

sehingga tercapainya pertemuan

surat ataupun telepon

bersama.
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